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ABSTRAK 
 
INDAH KURNIA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar, Analisis Hukum terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sulselbar. Dibawah  bimbingan  dan  arahan 
M. Djafar Saidi selaku Pembimbing I dan Romi Librayanto selaku 
Pembimbing II 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) analisis hukum 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan 
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. (2) faktor yang menyebabkan 
terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan 
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. 
 Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis melakukan 
penelitian secara normatif dimana hukum penulis konsepsikan sebagai 
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penulis 
mengumpulkan data-data sekunder melalui dokumentasi, observasi dan 
wawancara terstruktur di PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar dan 
kajian pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Selanjutnya penulis menganalisis data-data sekunder tersebut secara 
kualitatif, dengan mendeskripsikan data-data melalui logika berfikir 
deduksi, yaitu penjabaran hukum secara general, dikaitkan dengan 
permasalahan yang ada, kemudian menyempit menjadi penjabaran yang 
lebih khusus, untuk ditarik kesimpulan. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Surat Ketetapan 
Pajak yang menyatakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (Bank 
Sulselbar) kurang membayar pajak “dibatalkan”, karena secara materil 
dasar yang diajukan tidak menjawab substansi permasalahan, dan apabila 
Surat Ketetapan Pajak ini dipertahankan maka keadilan bagi Bank 
Sulselbar tidak tercapai, karena terjadi pengenaan pajak berganda bagi 
Bank Sulselbar. Surat Ketetapan Pajak yang terbit bagi Bank Sulselbar 
disebabkan oleh Keterlambatan Bank Sulselbar dalam menyampaikan 
Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunannya, bukan karena Bank 
Sulselbar tidak membayar pajak sesuai Peraturan Perpajakan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kelangsungan hidup suatu negara dibiayai dari pendapatan negara, 
yang sebagian besar berasal dari rakyat melalui pemungutan pajak. Hal 
ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
yang dari tahun ke tahun menunjukkan pajak sebagai sumber penghasilan 
yang besar bagi Pemerintah. Tahun 2009 misalnya, Indonesia mencatat 
APBN dari sektor pajak menembus angka sampai dengan Rp 1.000 triliun, 
yang merupakan nilai terbesar sejak Indonesia merdeka.
1
 Kemudian di 
tahun ini, negara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.042,32 
triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 
2012 maka naik sebesar 24,79%. Target tersebut mencapai 68,14% dari 
APBN tahun 2013 sebesar Rp 1.529,67 triliun.2  
Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Kontitusi Negara, yaitu 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), 
Pasal 23A menegaskan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini 
berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak, harus sesuai dengan 
aturan perpajakan yang berlaku, sebagai wujud asas legalitas negara 
hukum. Pemungutan untuk keperluan negara harus mendapatkan 
                                                             
1
 Insan Anshari, 2012, Tindak Pidana Perpajakan, Jakarta, SSC, hlm 3 
2 http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/pengertian-peredaran-bruto-wajib pajak.html, diunduh 
pada tanggal 29 Januari 2013, pukul 8.01 WITA 
2 
persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tanda 
kedaulatan rakyat. Karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk 
menentukan nasibnya sendiri, segala tindakan yang menempatkan beban 
kepada rakyat seperti pajak dan lainnya harus ditetapkan dengan undang-
undang.3 
Sistem pemungutan Pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan 
pajak self assessment system. Sistem perpajakan yang mempunyai arti 
bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan 
kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak 
yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga diharapkan melalui 
sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, 
terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. 
Mengenai Pajak itu sendiri, pada Pasal 1 angka 1, Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU No. 28/2007) menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang atau Badan ini adalah 
Wajib Pajak sebagaimana pengertian Wajib Pajak yang dijabarkan lebih 
                                                             
3
  Marihot P Siahaan, 2004, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 19 
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lanjut di angka 2, Pasal 1, UU No. 28/2007, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (Bank Sulselbar) adalah 
Badan Usaha Milik Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan. Bank Sulselbar 
menjalankan usaha untuk menghimpun dana dari Masyarakat, dan 
memperoleh penghasilan dari usahanya tersebut di daerah Indonesia. 
Terpenuhinya syarat subjektif dan objektif, maka pada Bank Sulselbar 
dibebankan kewajiban sebagai Wajib Pajak, untuk membayar, memungut, 
dan melaporkan pajaknya. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, 
Bank Sulselbar senantiasa mendapatkan penghargaan sebagai bank 
pembayar pajak terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor 
Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) Makassar. Selain itu, Bank 
Sulselbar pun memperoleh penghargaan sebagai bank persepsi Penerima 
Pembayaran Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.4 Penghargaan yang 
diterima oleh Bank Sulselbar ini ternyata tidak lepas dari pantauan Kantor 
Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
atas Penghasilan yang diterimanya.  
Kewenangan bagi Fiskus untuk menerbitkan SKPKB, diatur dalam 
Pasal 13 ayat (1), UU No. 28/2007, berikut penjelasannya yang 
menegaskan bahwa: 
                                                             
4
  http://banksulselbar.co.id/corporate-site/profil-perusahaan, diunduh pada tanggal 2 Maret 2013, 
pukul   11.31 Wita 
4 
“Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal 
Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, 
hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau 
kewajiban material. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi 
sampai dengan kurun waktu 5(lima) tahun 
 
Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak 
karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan dari hasil pemeriksaaan itu diketahui bahwa 
Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang 
seharusnya terutang” 
 
 
Kewenangan Kantor Pajak untuk melakukan pemeriksaan di atur 
dalam Pasal 29, UU No. 28/2007, yang menegaskan bahwa DJP 
berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak harus sesuai 
dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam 
konstitusi negara. 
Ada hal yang menarik disini, sistem pemungutan pajak yang dianut 
oleh Indonesia, untuk mencapai sistem administrasi perpajakan yang 
mudah dipahami oleh Wajib Pajak, dengan memberikan kepercayaan 
kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar, faktanya menjadi sumber permasalahan pajak. 
Permasalahan ini timbul sebagai akibat perbedaan pendapat dalam 
5 
penentuan objek yang dikenakan pajak (penafsiran Undang-Undang 
Pajak) yang berdampak terhadap perbedaan jumlah pajak terhutang versi 
Wajib Pajak dengan Fiskus. Self assessment system menjadi celah bagi 
Fiskus untuk menerbitkan SKPKB. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk 
menganalisis secara hukum atas SKPKB yang diterbitkan Kantor Pajak 
kepada Bank Sulselbar, yang dirumuskan dengan judul “Analisis Hukum 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan 
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar” 
 
B. Rumusan Masalah                                               
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pengkajian 
atas SKPKB tersebut peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana Analisis Hukum terhadap Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. Bank Pembangunan 
Daerah Sulselbar? 
2. Faktor apakah yang menyebabkan terbitnya Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sulselbar? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1) Untuk mengetahui analisis hukum terhadap Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sulselbar. 
2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terbitnya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 
1) Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang aspek 
perpajakan, khususnya mengenai penentuan objek pajak 
penghasilan badan. 
2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada 
penelitian yang sama dengan penelitian ini. 
3) Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan bagi PT. Bank Pembangunan 
Daerah Sulselbar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) 
1. Pengertian SKPKB 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28/2007) pada 
Pasal 1, Angka 16, SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
SKPKB pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari Surat 
Ketetapan Pajak (SKP), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1, 
Angka 15, UU No. 28/2007, “Surat Ketetapan Pajak adalah surat 
ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.” Dengan penjelasan 
mengenai jenis-jenis SKP, sebagai berikut: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
1) Pengertian dan Fungsi SKPKBT 
SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. DJP berwenang menetapkan untuk 
8 
menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah 
saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun 
pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru dan atau data 
semula belum teruangkap yang mengakibatkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang. Meskipun jangka waktu telah lewat 5 
(lima) tahun, SKPKBT tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang 
tidak atau kurang dibayar. SKPKBT merupakan koreksi atas 
ketetapan pajak sebelumnya, oleh karena itu SKPKBT baru 
diterbitkan apabila pernah diterbitkan surat ketetapan. Mengenai 
SKPKBT diatur dalam pasal 15, UU No. 28/2007. 
2) Alasan Penerbitan SKPKBT 
1. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum 
terungkap menyebabkan penambahan pajak yang terutang 
dalam SKP sebelumnya. 
2. Diketemukan lagi data yang semula belum terungkap pada 
saat penerbitan SKPKB. Apabila setelah diterbitkannya 
SKPKB, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh 
DJP, maka SKPKBT masih dapat diterbitkan lagi. 5 
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (Pasal 15 ayat 2, UU No. 28/2007). 
                                                             
5
 Jamal, 2012, Dasar-dasar Perpajakan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2007, Makassar, 
Yayasan Adhiputeri, Hlm.13 
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b. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 
SKPN adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
dengan besarnya jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila berdasarkan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP: 
1. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama 
dengan jumlah pajak yang terutang, atau 
2. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada 
pembayaran pajak.6 
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 
1) Pengertian dan Fungsi SKPLB 
SKPLB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 
SKPLB berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan 
pembayaran pajak. 
2) Alasan Penerbitan SKPLB 
DJP setelah melakukan pemeriksaan dapat menerbitkan 
SKPLB apabila: 
1. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih 
besar dari pada jumlah pajak yang terutang, atau 
                                                             
6
 Ibid, Hlm. 14 
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2. Telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya 
terhutang 
3. Pembayaran pengembalian kelebihan pajak dilakukan jika 
wajib pajak tidak mempunyai utang pajak yang meliputi 
semua jenis pajak baik dipusat maupun cabang-cabangnya, 
apabila wajib pajak masih memiliki utang pajak digunakan 
lebih dahulu untuk menutupi utang pajak tersebut dan 
sisanya diberikan kepada wajib pajak.  Mengenai SKPLB 
diatur dalam Pasal 17, UU No. 28/2007. 
Pada dasarnya SKP adalah produk administrasi pajak yang 
menetapkan besarnya Pendapat Kena Pajak atau Penghasilan Kena 
Pajak atau Kekayaan Kena Pajak atau Laba Kena Pajak, berdasarkan 
data-data yang disampaikan kepadanya oleh Wajib Pajak dan juga 
berdasarkan data-data yang ada pada administrasi pajak yang 
diperoleh dengan jalan lain, dan sekaligus menetapkan besarnya 
utang pajak. Ketentuan undang-undang pajak oleh administrasi pajak 
diterapkan terhadap data-data yang sudah diseleksi dan dievaluasi.7 
Berkaitan dengan Hukum Administrasi, suatu Ketetapan 
merupakan tindakan pemerintah yang tergolong perbuatan 
hukum/tindakan hukum (rechtshandelingen), yaitu perbuatan menurut 
hukum publik bersegi satu. Perbuatan menurut hukum publik bersegi 
satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi 
                                                             
7
 Rochmat Soemitro&Dewi Kania Sugiharti, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung, Refika 
Aditama, hlm. 144-145 
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negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu 
ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi 
negara maupun antara adminstrasi negara dan warga masyarakat.8 
Hal senada yang diungkapkan oleh E.Utrech menyatakan bahwa, 
“beschikking” atau “ketetapan” adalah suatu perbuatan berdasarkan 
hukum publik yang bersegi satu, yang dilakukan oleh alat-alat 
pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa. Pemerintah 
dapat pula menetapkan peraturan hukum yang didasarkan atas 
sesuatu pasal undang-undang yang mengatur materi yang harus 
dilaksanakan (azas delegasi kekuasaan).9 
Dari hal-hal tersebut diatas, maka pada dasarnya yang dimaksud 
dengan SKPKB adalah perbuatan hukum pemerintah bersegi satu, 
yang berdasarkan kekuasaan keistimewaan yang dimiliki untuk 
menyatakan kekurangan atas pembayaran pajak. 
Dalam pembuatan ketetapan, administrasi negara harus 
memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan ini 
terdapat dalam hukum tatanegara (mengenai kompetensi dan tujuan). 
Bilamana ketentuan-ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada 
kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengangdung kekurangan 
(gebrekan). Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab 
maka ketetapan itu tidak sah. Dapat menjadi sebab oleh karena tidak 
                                                             
8
 Titik Triwulan Tutik, 2010, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Prestasi Pustaka,   
Hlm. 215 
9
 Kuntjoro Purbopranoto, 1985, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 
Administrasi Negara, Bandung, Alumni, Hlm. 46 
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tiap ketetapan yang mengandung kekurangan menjadi ketetapan yang 
tidak sah, adalah juga ketetapan yang mengandung kekurangan yang 
masih juga dianggap ketetapan sah.10 
Prof.Van der Pot menyebut 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi 
agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan sah, yaitu:11 
1. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa 
(bevoged) membuatnya 
2. Karena ketetapan suatu pernyataan keendak 
(wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak 
boleh memuat kekurangan juridis (geen jurisdische 
gebrekan in de wilsvorming) 
3. Ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan 
dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan 
pembuatannya harus juga memperhatikan cara 
(procedure) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu 
ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut 
4. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan 
tujuan peraturan dasar. 
 
Kemudian syarat-syarat tersebut meliputi: 
1. Syarat-syarat meteril: 
a. Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa 
b. Dalam kehendak alat negara yang membuat 
ketetapan tidak boleh ada kekurangan 
c. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situsi) 
tertentu 
d. Ketetapan harus dapat dilakukan dan tanpa 
melanggar peraturan-peraturan lain, menurut isi dan 
tujuan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar 
ketetapan itu. 
2. Syarat-syarat formil: 
a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan 
persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung 
dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi 
b. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan 
c. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan 
dilakukan ketetapan harus dipenuhi 
                                                             
10 E.Utrech, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, Fakultas Hukum 
dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, Hlm. 76 
11
 Ibid, hlm. 83 
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d. Jangka waktu yang ditentukan: antara timbulnya hal-
hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan 
diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati. 
Kembali E. Utrech menegaskan bahwa, bilamana salah satu 
syarat itu tidak dipenuhi, belum tentulah ketetapan yang bersangkutan 
menjadi tidak sah.12 
Van der Wel menjelaskan: suatu ketetapan yang menetapkan 
sesuatu yang sunguh-sungguh tidak mungkin dilaksanakan dapat 
dianggap batal sama sekali. Mengenai ketetapan-ketetapan lain, kita 
harus melihat apakah kekurangan-kekurangan yang bersangkutan 
adalah kekurangan essentieel atau kekurangan bukan essentieel. 
Kekurangan bukan essentieel tidak dapat mempengaruhi berlakunya 
ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harus dilihat beratnya 
kekurangan. Apabila kekurangan begitu berat sehingga ketetapan 
yang bersangkutan sebetulnya tidak serupa ketetapan, maka 
ketetapan yang bersangkutan itu dapat dianggap batal sama sekali. 
Apabila kekurangan tidak begitu berat, maka ketetapan yang 
bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang tidak 
mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu.13 
2. Dasar Hukum SKPKB 
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus 
berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip 
wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan 
                                                             
12
 Ibid, Hlm. 83 
13
 Ibid, hlm. 82 
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bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam 
aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat 
mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga 
masyarakatnya.14 
Secara garis besar, yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak, termasuk di dalamnya SKPKB adalah15: 
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor  28 Tahun 2007  
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
23/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia 
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Titik Triwulan Tutik, Op cit, Hlm. 216-217 
15
 http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tatacara-penerbitan-surat-ketetapan-pajak.html, 
diunduh pada tanggal 14 April 2013, Pukul 12.58 Wita 
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Berdasarkan UU No. 28/2007, Pasal 12 ayat (3), menegaskan bahwa: 
“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak 
yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)16 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak 
menetapkan jumlah pajak yang terutang” 
Dalam penjelasan pasal ditegaskan bahwa: 
“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya 
ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak 
menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 
Selanjutnya, berdasarkan Kompilasi Undang-Undang Perpajakan 
(Bambang Herwanto&Setiadi Alim:2003), Pasal 12 ayat 3, ditegaskan: 
“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah 
pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal 
Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya” 
Dalam penjelasan pasal ditegaskan bahwa: 
“Berdasarkan Undang-Undang ini Direktur Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas 
semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. 
Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada 
Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam 
pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data 
fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak 
benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi sebenarnya, 
maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang 
terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
                                                             
16 Pasal 12 ayat 2 UU No. 28/2007: Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Mengenai penerbitan SKPKB itu sendiri dalam Pasal 13 ayat 1, 
UU No. 28/2007 ditegaskan bahwa: 
“Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dalam hal........” 
 
Sementara dalam Kompilasi Undang-Undang Perpajakan 
(Bambang Herwanto&Setiadi Alim:2003), Pasal 13 ayat 1 
menegaskan: 
“Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal......” 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dua hal penting 
menyangkut terbitnya SKPKB adalah proses pemeriksaan atas surat 
pemberitahuan (SPT), dengan uraian sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan 
1) Pengertian Pemeriksaan 
Berdasarkan UU No. 28/2007, Pasal 1 Angka 25, 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
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melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Kemudian, Bohari (2012:159) menjelaskan bahwa:  
“Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh 
petugas perpajakan (fiscus) dalam rangka melaksanakan 
pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-
bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terhutang dan 
jumlah pajak yang harus di bayar.” 
 
2) Dasar Hukum Pemeriksaan 
Mengenai dasar hukum tindakan pemeriksaan di bidang 
perpajakan adalah: 
1. Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang Undang Nomor 
6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 
tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Pajak (menggantikan Keputusan menteri 
Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000) 
3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tanggal 2 
Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan 
Lapangan (menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 
PER-123/PJ/2006 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-176/PJ/2006) 
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4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tanggal 2 
Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan 
Kantor (menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 
PER-142/PJ/2005 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-173/PJ/2006) 
3) Tujuan Pemeriksaan 
Berdasarkan Pasal 29 ayat 1, UU No. 28/2007 ditegaskan 
bahwa, Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Dalam penjelasan Pasal 29 ayat 1, UU No. 16/2000 tentang 
Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan, ditegaskan bahwa: 
“Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji 
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan 
menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, 
atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha 
sebenarnya Wajib Pajak, yang dilakukan dengan: 
a. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim 
digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang 
dinamakan Pemeriksaan Lengkap 
b. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup 
pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di 
lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana” 
Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan 
lain, diantaranya: 
1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan 
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2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP 
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan 
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto 
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan 
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak 
9. Pertambahan nilai 
10. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 
11. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan 
fasilitas perpajakan, dan/atau 
12. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra 
Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda 
 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban wajib pajak menurut Anastasia&Lilis (2009:79) adalah 
sebagai berikut: 
1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan 
lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak. 
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan 
rugi. 
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat 
Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah 
ditetapkan dalam Surat Teguran. 
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, 
likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya. 
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi 
kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (risk 
based selection) mengindikasi adanya kewajiban 
perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan untuk kasus no. 2 sampai dengan no. 4, 
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal 
tertentu, Pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
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4) Petugas Pemeriksa 
Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus 
memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat 
Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib 
pajak yang diperiksa. Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas 
pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas 
pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan 
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta 
memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Petugas 
pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan 
kepada wajib pajak.17 
b. Surat Pemberitahuan (SPT) 
Pasal 1 angka 11, UU No. 28/2007, Surat Pemberitahuan 
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau 
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  
1) Fungsi Surat Pemberitahuan 
Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
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    Pasal 29 Ayat 2, UU No. 28/2007 
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penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang:18 
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 
lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak. 
3. Harta dan kewajiban, dan/atau 
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau 
badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung 
jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang 
dan untuk melaporkan tentang: 
1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran,  
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 
dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak 
lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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    Anastasia,  Diana & Lilis Setiawati, 2009; Perpajakan Indonesia Konsep, Apliasi dan Penuntun 
Praktis; Yogyakarta, Andi Offset, Hlm. 121-122 
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Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat 
pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 
dan disetorkannya. Kewajiban penyampaian surat pemberitahuan 
oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa 
pajak. 
2) Kewajiban Wajib Pajak terkait dengan SPT 
Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia, 
self assesment, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkannya sendiri atas jumlah 
pajak terhutangnya, dengan menggunakan media Surat 
Pemberitahuan (SPT). 
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1, UU No. 28/2007, disebutkan 
bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, 
dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 
latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani 
serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat 
wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 bahwa: 
1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan 
menandatanganinya (ayat 1) 
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2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri 
dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba/rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk 
menghitung besarnya Pajak Pengasilan Kena Pajak (ayat 4) 
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 
adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak 
(ayat 4a) 
4. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan 
pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap 
tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan 
dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (7b)19 
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut UU No. 
28/2007, Pasal 3 ayat (3) adalah: 
1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir masa pajak. 
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
akhir tahun pajak. 
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Menteri Keuangan”. 
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3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Badan, paling lama 4 empat bulan setelah akhir 
tahun pajak. 
c. Pembukuan 
Pembukuan merupakan konsekuensi logis yang harus 
dilakukan oleh setiap Wajib Pajak, sebagai bagaian kelengkapan 
dalam pelaporan SPT. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 
ayat (1), UU No. 28/2007 mewajibkan kepada wajib pajak untuk 
menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan itu sendiri adalah 
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
pada setiap tahun pajak berakhir.20 
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan. Pekerjaan bebas adalah 
pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi yang mempunyai keahlian 
khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak 
terikat oleh suatu hubungan kerja. 
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    Pasal 1 angka 29, UU No. 28/2007  
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Namun harus diperhatikan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 
28/2007, menyebutkan bahwa: Wajib Pajak yang dari kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
121, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib 
Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas. 
Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau 
kegiatan usaha yang sebenarnya (ayat 3). Pembukuan harus 
diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, 
angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa 
Indonesia, atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri 
Keuangan (ayat 4). 
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan 
dengan stelsel akrual dan stelsel kas (ayat 5). Dalam penjelasan 
pasal dijelaskan bahwa: “Prinsip taat asas adalah prinsip yang 
sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun 
sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.” 
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  Ayat 1: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan 
wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 
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Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam 
penerapan: 
1. Stelsel pengakuan penghasilan 
2. Tahun Buku 
3. Metode penilaian persediaan 
4. Metode penyusutan dan amortisasi 
 
3. Kedudukan SKPKB 
Tidak semua hutang pajak mempunyai Surat Ketetapan Pajak 
(SKP). SKP ini merupakan suatu lembaga yang lazimnya terdapat 
dalam pajak-pajak langsung. Kedudukan SKPKB dalam undang-
undang pajak adalah bagian dari SKP, sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 1 angka 15, UU No. 28/2007. 
Pada hakikatnya SKP merupakan tembusan dari kohir yang 
memuat data-data yang sama. Kohir berfungsi sebagai berkas yang 
disimpan di Kantor Inspeksi Pajak, yang digunakan sebagai alat 
kontrol atas pembayaran-pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib 
pajak. Semua pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak 
dinyatakan dengan teraan cash register diatas SKP, dan tembusannya 
merupakan jalur pembayaran (strook) oleh kas negara (atau kantor 
persepsi) diterukan ke Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan 
(dapat diketahui dari kode Kantor Inspeksi Pajak), yang kemudian 
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melekatkan jalur pembayaran tersebut pada kohir sehingga kohir itu 
merupakan cermin dari SKP yang ada pada wajib pajak.22 
 
4. Fungsi SKPKB 
Pada dasarnya SKPKB merupakan bagian dari SKP. SKP itu 
sendiri berfungsi sebagai suatu sarana, suatu keputusan tertulis, yang 
diterbitkan oleh administrasi pajak yang memuat: 
a. Jenis dan tahun pajak 
b. Nama dan tempat tinggal wajib pajak 
c. Jumlah pajak yang terutang, seiring dengan memuat dasar 
yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak, seperti 
pendapatan kena pajak, kekayaan bersih, dan sebagainya 
d. Saat pembayaran atau besarnya cicilan 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
f. Nomor kohir beserta kode Kantor Inspeksi Pajak yang berupa 
huruf di belakang nomor kohir 
g. Denda-denda yang dijatuhkan dan sebagainya 
h. Kadang-kadang memuat juga opcenten, jika ada, yang 
dipungut oleh Pemerintah Daerah.23 
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 Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, Op cit, Hlm. 144 
23 Loc cit. 
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Selain itu SKP juga berfungsi sebagai24: 
a. Merupakan penetapan besarnya utang Pajak Pendapatan 
(dalam rangka UU Pajak Pendapatan 1984), dan 
menimbulkan utang  
b. Merupakan penetapan besarnya Pajak Penghasilan 1984, jika 
wajib pajak tidak memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang 
oleh undang-undang dipikulkan kepadanya, ditambah dengan 
denda (UU PPh baru), utang pajak menurut SKP lebih besar 
dari pada utang pajak menurut SPT 
c. Merupakan alat untuk memberitahukan besarnya utang pajak 
yang harus dibayar oleh wajib pajak 
d. Menimbulkan utang pajak menurut ajaran formal, yaitu bahwa 
utang pajak baru timbul dengan dikeluarkannya SKP. Ajaran 
ini hanya berlaku terhadap pajak langsung, dan tidak mungkin 
diterapkan pada pajak tidak langsung karena dalam pajak 
tidak langsung tidak ada SKP 
e. Sebagai tempat pencatatan pembayaran-pembayaran yang 
dilakukan oleh wajib pajak 
f. Sebagai tempat untuk mencatatkan denda-denda yang 
dijatuhkan oleh pihak administrasi 
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g. Sebagai tempat mencatatkan pengurang-pengurang atas SKP 
berdasarkan surat keputusan Kepala Inspeksi Pajak atas 
Surat Keberatan 
h. Sebagai tempat untuk mencatatkan pemindahbukuan 
pembayaran (overboeking) dan kompetensi kelebihan 
pembayaran. 
Maka, fungsi dari SKPKB tersebut tidak lain adalah: 
a. Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT 
b. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi 
c. Sebagai alat untuk menagih pajak 
 
5. Kewenangan Penerbitan SKPKB 
Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 13 ayat (1), UU No. 
28/2007 bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada 
Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKB. Seiring dengan 
pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel 
atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan 
prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 
peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
30 
tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi, delegasi, dan 
mandat. 
a. Atribusi 
Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian 
wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan.25 
Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-
undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang 
sudah ada maupun yang baru sama sekali. Suatu atribusi 
menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan 
hukum tata negara. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk 
membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada 
undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan 
bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan 
pemberiannya kepada organ tertentu.26 Lebih lanjut disebutkan 
bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi 
wewenang pemerintahan itu dibedakan antara27: 
1. Yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita 
di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan 
DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan 
suatu undang-undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan 
Pemerintahan Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. 
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 Titik Triwulan Tutik, Op cit, Hlm. 193-194 
27
 Ridwan, Loc cit. 
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2. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden 
yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan 
wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau 
Jabatan Tata Usaha Negara tertentu. 
b. Delegasi 
Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh 
organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi 
mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula 
keweangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. 
Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi 
selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.28 
Dalam hukum administrasi Belanda telah merumuskan 
pengertian delegasi dalam wet Belanda yang terkenal dengan 
singkatan AWB (algemene wet bestuursrecht). Dalam Pasal 10:3 
AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk 
membuat besluit) oleh pejabat pemerintah (pejabat TUN) kepada 
pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak 
lain tersebut.29 
Dalam pemberian/pelimpahan wewenang terdapat 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 
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 Titik Triwulan Tutik, Op cit, Hlm. 194-195 
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 Ibid, Hlm. 195 
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1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi 
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu 
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kala ada 
ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan 
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 
hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi 
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya 
delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang 
pelaksanaan wewenang tersebut 
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans 
memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan 
wewenang tersebut. 
c. Mandat 
Pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru 
maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN 
yang satu kepada yang lain. Dengan kata lain pejabat penerima 
mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi 
mandat (mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang 
memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) 
untuk bertindak atas nama mendans (pemberi mandat). Ada pun 
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tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada 
pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.30 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:31 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya 
Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan Algemene 
Bepalingen van Administratief Recht, atribusi merupakan wewenang 
dikemukakan bilamana undang-undang (dalam arti materil) 
menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Sementara 
delegasi merupakan pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan 
yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan 
melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai 
wewenangnya sendiri.32 
Kemudian F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan 
bahwa:33 
“Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, 
sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang 
telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara 
atributif kepada orang lain, jadi delegasi selalu didahului oleh 
atribusi).  
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 Ibid, Hlm. 103 
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 Ibid, Hlm. 104-105 
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Pada mandat tidak bicarakan penyerahan wewenang, tidak pula 
pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan 
wewenang apa pun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). 
Yang ada hanyalah hubungan internal sebagai contoh Menteri 
dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan 
melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan 
tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang 
dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. 
Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.” 
 
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber 
dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting 
karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam 
penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip 
dalam negara hukum: “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid 
atau there is no authority without responsibility” (tidak ada 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban).34 
6. Mekanisme Penerbitan SKPKB 
Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa SKPKB merupakan 
bagian dari SKP, hanya saja pada objek permasalah yang berbeda, 
yaitu SKP atas kekurangan pembayaran pajak. Dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal 
Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang meliputi : 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 
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Namun demikian, DJP tetap dapat menerbitkan   SKPKB atau 
SKPKBT setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui, dalam 
hal DJP menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana 
lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.35 
SKP diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak. SKP untuk suatu Masa Pajak diterbitkan sesuai 
dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. SKP Bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak diterbitkan sesuai dengan SPT Pajak 
Penghasilan.36 
SKP harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. Penerbitan 
SKP harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 
pembuatan nota penghitungan. Nota penghitungan ini dibuat 
berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan 
Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Nota penghitungan 
diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan 
penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti 
permulaan. Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau 
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit Pelaksana 
Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
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terdaftar, SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus 
diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
nota penghitungan beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, 
Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.37 
SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan 
kepada Wajib Pajak. Penyampaian SKP tersebut, dapat dilakukan 
secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau 
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 
pengiriman surat.38 
7. Faktor Penyebab terbitnya SKPKB 
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), UU No. 28/2007, dalam jangka 
waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, DJP dapat 
menerbitkan SKPKB jika: 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 
SKPKB terbit dalam kasus ini berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain, karena wajib pajak tidak 
memenuhi kewajiban formal dan kewajiban materil, dalam arti 
wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masih 
ada jumlah pajak yang kurang dibayar. 
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Berdasarkan penjelasan Pasal 13 Ayat 1 huruf a, UU No. 
28/2007, disebutkan bahwa: 
“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika 
wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Diketahui Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak 
karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui 
bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari 
jumlah pajak yang seharusnya terhutang. 
Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat 
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan 
dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar 
data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data 
tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk 
memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak 
dapat dilakukan pemeriksaan” 
 
Dalam kasus ini, jumlah kekurangan pajak yang terutang 
dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung 
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 
bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPKB. 
b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka 
waktu yang seharusnya (3) bulan setelah akhir tahun pajak, 
untuk SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, atau 4 bulan 
setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan 
Badan, atau 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT masa 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
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waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran (Pasal 
13 ayat 1 huruf b) 
Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada 
waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga 
disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat 
Teguran mengakibatkan DJP dapat menerbitkan SKPKB 
secara jabatan. Teguran antara lain, dimaksudkan untuk 
memberi kesempatan kepada wajib pajak yang beritikad baik 
untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapat 
disampaikan Surat Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar 
kemampuannya (force majeur). 
c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan 
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%(Pasal 
13 ayat 1 huruf c) 
Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenai sanksi 
administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah kenaikan 
sebesar 100% 
d. Apabila kewajban menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan dan/atau kewajiban untuk mendukung pelaksanaan 
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pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui 
besarnya pajak terutang (Pasal 13 ayat 1 huruf d) 
Bagi waib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan 
atau pada saat diperiksa tidak memenuhi pemeriksa sehingga 
Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak 
yang seharusnya terutang, maka Direktur Jenderal Pajak 
berwenang menerbitkan SKPKB dengan penghitungan secara 
jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang 
tidak hanya diperoleh dari wajib pajak saja. 
e. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan/atau 
dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan (Pasal 13 ayat 1 huruf 
e) 
Dalam kasus ini, jumlah kekurangan pajak yang terutang 
dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan, dihitung 
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 
bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPKB. 
 
8. Sanksi Administrasi atas SKPKB 
Sarana penegakkan Hukum Administrasi berupa pengenaan 
sanksi, baik sanksi administrasi atau pun sanksi pidana. Pengenaan 
sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi langsung 
dilakukan oleh badan/pejabat TUN tanpa harus melalui proses 
pengadilan, penegakkan sanksi pidana dilakukan oleh pengadilan dan 
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dalam penyidikan lazimnya dibutuhkan aparat khusus yang disebut 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).39  
Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan 
dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundangan-undangan  
bidang administrasi  tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam 
sanksi dalam hukum administrasi, yaitu40: 
a. Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang) 
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, 
subsidi, pembayaran, dan sebagainya) 
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) 
d. Pengenaan denda administratif (administrative boete) 
Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan 
secara keseluruhan pada suatu bidang adminstrasi negara tertentu.41 
Pembuatan undang-undang dapat memberikan wewenang 
kepada organ pemerintahan untuk menjatuhkan hukuman yang 
berupa denda (goldbete) terhadap seseorang yang telah melakukan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pada umumnya dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa 
denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan 
kepada pihak yang melanggar ketentuan. Berkenaan dengan denda 
administrasi ini, di dalam Algemene Bepalingen van Adminstratif 
Recht, disimpulkan bahwa denda adminstrasi hanya dapat diterapkan 
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atas dasar-dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-
undang dalam arti formal.42 
Berkaitan dengan SKPKB, Pasal 13 ayat 2, UU No.28/2007 
menjadi tolak ukur pengenaan sanksi administrasi SKPKB, ditegaskan 
bahwa: 
“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a 
dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.” 
 
Selanjutnya pada ayat 3, ditegaskan: 
”Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 
atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak 
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau 
kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang 
disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang 
disetor, atau 
c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak 
atau kurang dibayar.” 
Kemudian pada ayat 5, ditegaskan: 
“Meskipun jangka waktu 5(lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak 
atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu 
tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” 
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B. PAJAK PENGHASILAN BADAN 
1. Pengertian Pajak Penghasilan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan (UU No. 36/2008), Pasal 1 menjelaskan 
bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 
Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Hal 
yang sama pun dijelaskan pada Kompilasi Undang-Undang tentang 
Pajak Penghasilan (Bambang Herwanto&Setiadi Alim, 2003), pada 
Pasal 1, bahwa Pajak Penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak 
atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Sementara Subjek 
Pajak itu sendiri, berdasarkan UU No. 36/2008 dijelaskan pada Pasal 
2 ayat 1, yaitu: 
a. Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu 
kesatuan menggantikan yang berhak 
b. Badan 
c. Bentuk Usaha Tetap 
Dengan demikian, Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak yang 
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Subjek 
Pajak Badan. Pada penjelasan Pasal 2 huruf b, uu No. 36/2008 
disebutkan bahwa: 
“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
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negara, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 
bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap.”  
 
Penghasilan itu sendiri dalam Pasal 4 ayat (1), UU No. 36/2008, 
dijelaskan bahwa: 
“Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun..............” 
 
2. Subjek Pajak Badan 
Pada prinsipnya, hukum pajak tidak berbeda dengan hukum 
lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan 
hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung 
kewajiban dan hak melainkan adalah wajib pajak. Secara hukum, 
subjek pajak dengan wajib pajak memiliki perbedaan karena subjek 
pajak bukan subjek hukum, melainkan hanya wajib pajak sebagai 
subjek hukum mengingat subjek pajak tidak memenuhi syarat, baik 
syarat subjektif, maupun syarat objektif untuk dikenakan pajak 
sehingga bukan subjek hukum. Sebaliknya, wajib pajak pada awalnya 
berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena memenuhi 
syarat subjektif dan objektif yang telah ditentukan.43 
Berkaitan dengan Subjek Pajak Badan dapat berupa: 
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a. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha, yang didirikan 
atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
b. Wajib Pajak Luar Negeri berupa Badan atau Bentu Usaha Tetap, 
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia baik melalui bentuk usaha tetap.44 
 
3. Kewajiban Subjek Pajak Badan 
Setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan dalam 
menghitung pajaknya. Artinya, wajib pajak tersebut harus membuat 
laporan rugi laba setiap akhir tahun pajak, dimana tidak semua 
penghasilan digunakan dalam penghitungan pajak yang harus dibayar 
kekurangannya pada akhir tahun. Demikian pula dengan biaya yang 
tidak semuanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 
bruto.45 Dalam Pasal 9 UU No. 36/2008 dijelaskan mengenai biaya-
biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang dari pada penghasilan 
bruto. 
Penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya-biaya yang 
berhubungan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, UU No. 
36/2008.  Biaya-biaya terebut antara lain: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 
dengan kegiatan usaha antara lain: biaya pembelian bahan, 
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biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa upah, gaji, 
honorarium, bonus, gratifikasi, dan biaya-biaya lainnya. 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta 
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh 
hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dan Pasal11A 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
oleh Menteri Keuangan 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki 
dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 
mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing 
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 
dilakukan di Indonesia 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporanlaba rugi 
komersial 
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak 
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada 
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang 
menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis 
mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang 
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah 
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau 
adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah 
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu 
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku 
untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k 
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional 
yang ketentuannya diatur denganPeraturan Pemerintah 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yangketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannyadiatur 
dengan Peraturan Pemerintah; dan 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang 
ketentuannya diatur dengan PeraturanPemerintah. 
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4. Objek Pajak Penghasilan 
Objek Pajak adalah keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang 
dapat dikenakan pajak. Dalam bahasa Jerman disebut tatbestand, 
misalnya46: 
a. Keadaan: kekayaan seseorang pada suatu tertentu, memiliki 
kendaraan motor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang 
tak gerak, menempati rumah tertentu (kebanykan secara 
statis/tetap) 
b. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, 
mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukkan 
atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar 
negeri 
c. Peristiwa: anugerah yang diperoleh karena secara tak tertuga, 
seperti hadiah 
Berkaitan dengan objek pajak penghasilan diatur pada Pasal 4 
ayat 1, UU No. 36/2008, sebagai berikut: 
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:  
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, 
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-undang ini 
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b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan 
c. laba usaha  
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
termasuk:  
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti 
saham atau penyertaan modal 
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 
saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya 
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun 
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 
bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan 
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 
dan 
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 
atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 
pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 
pertambangan;  
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 
pengembalian pajak 
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 
jaminan pengembalian utang 
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta 
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah 
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing 
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
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n. premi asuransi 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas 
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 
yang belum dikenakan pajak 
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah 
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan; dan 
s. surplus Bank Indonesia.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk melakukan suatu penelitian dalam rangka penyusunan 
skripsi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penentuan lokasi 
penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank Sulselbar, dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dengan 
pertimbangan lokasi tersebut memiliki data-data yang terkait dan 
sebagai sumber informasi dengan permasalahan yang penulis kaji. 
Selain itu, Bank Sulselbar merupakan Bank Pemerintah Daerah, yang 
masyarakat luas mengetahuinya sebagai Bank yang bonafid. 
 
B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
Pada dasarnya penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam dua 
golongan besar, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 
sosiologis.47 Terkait dengan permasalahan yang akan dikaji, maka 
penulis melakukan penelitian hukum secara normatif, suatu bentuk 
penelitian hukum yang dilakukan dengan penelaahan law in book.48 
 
 
                                                             
47 Amiruddin&Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 
Persada, Hlm. 29 
48
  Penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 
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1. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder, yang terdiri atas: 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat, terdiri dari: 
a. Norma atau kaidah dasar, bersumber dari Pembukaan UUD 
Tahun 1945 
b. Peraturan Dasar, bersumber dari Batang Tubuh UUD 
Tahun 1945 
2) Peraturan Perundang-undangan, bersumber dari aturan-aturan 
yang berhubungan dengan Ketentuan Perpajakan, seperti 
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum&Tata Cara 
Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, ataupun 
Keputusan Menteri Keuangan. 
3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terkait dengan 
topik permasalahan maka bahan hukum sekunder bersumber 
dari hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah 
yang terkait. 
4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Dalam penelitian bahan hukum tersier 
bersumber dari dokumen-dokumen perusahaan, seperti 
Laporan Keuangan Perusahaan yang terdiri atas neraca, 
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laporan laba rugi, hasil perhitungan Pajak Terutang dalam hal 
ini Surat Pemberitahuan (SPT), dan buku-buku literatur yang 
berhubungan dengan pajak, seperti Jurnal Pajak. 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen, buku-buku literatur, jurnal, serta berbagai macam 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
2. Observasi (pengamatan), yaitu teknik pengumpulan data 
melalui proses pengamatan secara langsung di lokasi 
penelitian. 
3. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses 
tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara 
dilakukan secara terstrukur, dengan pertimbangan bahwa 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis adalah 
pertanyaan yang relevan dengan masalah penulis. Dalam 
penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Staff Tax 
Office Bank Sulselbar, sebagai orang yang bertanggung jawab 
dalam kegiatan perpajakan Bank Sulselbar. 
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C. Teknik Analisis Data 
Di dalam penelitian setiap proses dilakukan secara sistematis 
dan tertib, mulai dari penetapan masalah, data-data yang dibutuhkan 
sampai kepada teknik apa yang digunakan dalam menganalisis data 
tersebut. Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menganalisis 
data secara kualitatif, melakukan pendeskripsian, penjabaran 
terhadap data tersebut. Logika berpikir yang penulis gunakan dalam 
pendeskripsian adalah logika deduksi, dengan penjabaran secara 
general, melalui identifikasi hukum pajak, dikaitkan dengan 
permasalahan yang ada, kemudian menyempit menjadi penjabaran 
yang lebih khusus, untuk ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK 
KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH SULSELBAR 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan 
Badan (PPh Badan) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (Bank 
Sulselbar) adalah SKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP), Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) Makassar kepada 
Bank Sulselbar, pada tanggal 02 Agustus 2012 dengan Nomor Ketetapan 
00012/206/07/812/12. Penerbitan SKPKB ini, merupakan kewenangan 
yang diberikan oleh Undang-Undang kepada DJP (kewenangan atributif), 
karena secara eksplisit dijelaskan dalam UU No. 28/2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, pada Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut: 
“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak 
yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan 
jumlah pajak yang terutang” 
 
Kemudian pada Pasal 13 ayat (1), UU No. 28/2007 menegaskan 
bahwa: 
“Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut.............” 
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Hakikat dari penerbitan SKP adalah apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang 
dihitung dan dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak tidak benar, dalam arti 
tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, seperti misalnya 
pembebanan biaya yang melebihi biaya yang sebenarnya. Hal tersebut 
menjadi kewenangan penuh DJP untuk menerbitkan SKP. Namun 
demikian, dalam pelaksanaan teknisnya, DJP memberikan mandat 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk menandatangani 
SKP a.n. DJP. 
Penerbitan SKPKB Bank Sulselbar adalah SKP yang terbit untuk 
Tahun Pajak 2007.Berdasarkan UU No. 28/2007 menjelaskan pada Pasal 
II, sebagai berikut: 
“Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 
sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, 
diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2000 (UU No. 16/2000).” 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang menjadi dasar 
acuan dalam penerbitan SKPKB Bank Sulselbar ini, harus sesuai dengan 
UU No. 16/200. Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) tentang Penetapan 
dan Ketetapan Pajak, UU No. 16/2000, menjelaskan bahwa DJP tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan SKP atas semua SPT yang disampaikan 
Wajib Pajak. Penerbitan SKP hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu 
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT, atau karena 
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ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan Wajib Pajak. Kemudian 
dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1), dijelaskan bahwa, Pada hakekatnya 
SKPKB hanya dapat terbit terhadap kasus-kasus tertentu, berdasarkan 
hasil pemeriksaan atau keterangan lain bahwa Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban formil dan atau kewajiban materil, yang dibatasi 
sampai dengan kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.   
Berkaitan dengan pemeriksaan, DJP melakukan pemeriksaan 
kepada Bank Sulselbar melalui 2 (tahap). Tahap Pertama dilakukan pada 
tanggal 10 Agustus 2009 yang dilakukan di Kantor Pajak, berdasarkan 
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Nomor 136/WPJ.15/KP.0605/2009. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengkajian penulis di lapangan, hasil 
pemeriksaan pada tahap ini hanya bersifat lisan, tanpa adanya hasil 
laporan pemeriksaan secara tertulis. Hal ini tentu tidak sesuai dengan 
Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana diatur pada Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) No. 199/PMK.03/2007, 
pada Pasal 10, sebagai berikut: 
Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 
Pemeriksaan yaitu : 
a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, 
memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan 
tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang 
didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 
perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang 
terkait dengan Pemeriksaan 
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Kemudian DJP kembali melanjutkan pemeriksaan pada tanggal 9 
Juni 2012, berdasarkan hasil wawancara penulis,49 dijelaskan bahwa 
pemeriksaan pada tahap ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak yang sama dengan Surat Perintah Pameriksaan Pajak 
sebelumnya, yaitu No. 136/WPJ.15/KP.0605/2009, dan sebagai bentuk 
penyempurnaan pemeriksaan. Sebenarnya pemeriksaan ini tidak lagi 
memiliki relevansi dengan pemeriksaan pertama, karena jangka waktu 
pemeriksaan kantor yang dilakukan pada tahap pertama telah berakhir, 
yang seharusnya menggunakan kembali Surat Perintah Pemeriksaan 
Pajak, sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (2), UU No. 16/2000 
sebagai berikut: 
“Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang 
diperiksa” 
 
Kemudian, pada Pasal 5, PMK No. 199/PMK.03/2007, sebagai 
berikut: 
“Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) 
bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi 
surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan 
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan” 
 
Pemeriksaan kedua ini, sebenarnya dilakukan sebagai akibat 
keterlambatan Bank Sulselbar dalam menyampaikan pembetulan atas 
SPT PPh Badan, Tahun Pajak 2007, sebagaimana Pasal 3 ayat 3 huruf c, 
                                                             
49
  Pada tanggal 30 April 2013, di Kantor Bank Sulselbar, dengan Bapak Gunawan sebagai nara 
sumber penulis. 
57 
PMK RI No. 199/PMK.03/2007, menyebutkan bahwa: “Pemeriksaan dapat 
dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan atau 
menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang 
telah ditetapkan dalam Surat Teguran”.  
Berdasarkan UU No. 16/2000, Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa: 
“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan.” 
Kemudian pada ayat 4 disebut bahwa: 
“Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, 
Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam 
laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan: 
a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau 
b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau 
c. Jumlah harta menjadi lebih besar, atau 
d. Jumlah modal menjadi lebih besar 
 
Dengan demikian, undang-undang tetap memberikan perlidungan 
hukum kepada Wajib Pajak yang memiliki itikad baik untuk menyampaikan 
SPT Pembetulan sekalipun telah melewati batas waktu yang telah 
ditentukan. Berkaitan dengan keterlambatan Bank Sulselbar dalam 
menyampaikan SPT Pembetulan bukan disebabkan karena kelalaian 
Wajib Pajak, melainkan karena ketergantungan Wajib Pajak atas Laporan 
Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji&Dadang 
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(KAP DBS&D) yang baru diterima pada tanggal 9 Februari 2011, sehingga 
SPT Pembetulan baru dapat disampaikan pada tanggal 29 Maret 2011 
oleh Wajib Pajak. Inistiatif Pembetulan SPT ini didasarkan atas Laporan 
KAP DBS&D dalam rangka penjualan obligasi. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1), UU No.16/2000 
dijelaskan bahwa, Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka menguji 
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri 
kebenaran Surat Pemberitahuan, Pembukuan, atau pencatatan, dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan 
atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Kemudian Pasal 31 
menjelaskan bahwa: “Tata Cara Pemeriksaan diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan”. Menurut Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 
199/PMK.03/2007, diatur ketentuan sebagai berikut: 
2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan  dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang 
KUP. 
3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak. 
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih 
bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan 
rugi 
b. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat 
Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah 
ditetapkan dalam Surat Teguran 
c. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, 
likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya atau 
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi 
kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based 
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selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 
 
Berdasarkan pengkajian penulis di lapangan, ketentuan-ketentuan 
tersebut diatas tidak berlaku bagi Kewajiban Perpajakan Bank Sulselbar, 
karena dari unsur-unsur tersebut tidak memenuhi keadaan Bank 
Sulselbar. SPT yang dilaporkan oleh Bank Sulselbar tidak menyatakan 
rugi, selain itu Bank Sulselbar pun tidak melakukan hal-hal sebagaimana 
terdapat pada point, c ataupun d. Dengan melihat waktu penyampaian 
SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan Peraturan 
Pajak yang mengaturnya. Sebagaimana perintah UU No. 16/2000, Pasal 3 
ayat (3), bahwa batas waktu penyampaian SPT adalah: 
a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) 
hari setelah akhir Masa Pajak 
b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah akhir tahun pajak. 
Selain itu, SPT yang disampaikan Wajib Pajak kepada Kantor Pajak 
telah menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketentuan Peraturan 
Perpajakan. Pada Pasal 4, UU No. 16/2000, Wajib Pajak telah: 
1. Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, 
lengkap, jelas dan menandatanganinya (Ayat 1) 
2. Surat Pemberitahuan yang disampaikan telah ditandatangani oleh 
Pengurus atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan (Ayat 2) 
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3. Wajib Pajak telah melakukan Pembukuan dalam bentuk Laporan 
Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta 
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak (Ayat 4) 
Berdasarkan UU No. 16/2000 pada Pasal 4 ayat (4) menegaskan 
bahwa Wajib Pajak harus melakukan Pembukuan sebagai dasar 
mengitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, sebagaimana Pasal 28 
ayat 1 menjabarkan bahwa, “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di 
Indonesia, wajib menyelenggarakan Pembukuan.” Berdasarkan 
pengkajian penulis, Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah 
menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketentuan Peraturan 
Perpajakan. Pada Pasal 28, UU No. 16/2000, Wajib Pajak telah 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pembukuan atau pencatatan telah diselenggarakan dengan itikad 
baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang 
sebenarnya (ayat 3) 
2. Pembukuan atau pencatatan diselenggarakan di Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, 
dan disusun dalam bahasa Indonesia (ayat 4) 
3. Pembukuan telah diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan 
dengan stelsel akrual atau stelsel kas (ayat 5) 
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4. Setiap perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun 
buku Wajib Pajak, telah mendapat persetujuan dari Direktur 
Jenderal Pajak (ayat 6). Dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa 
perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat 
telah mendapat persetujuan dari DJP, dimana sebelum dimulainya 
tahun buku yang bersangkutan, Wajib Pajak menyampaikan 
perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak dengan 
mengemukakan alasan-alasan yang logis. 
5. Pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak terdiri dari catatan 
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besar pajak 
yang terutang (ayat 7) 
6. Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari data yang 
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan 
bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung 
jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan 
objek pajak, dan atau yang dikenakan pajak final (ayat 9). 
Disamping terpenuhinya kewajiban pembukuan Wajib Pajak 
sebagaimana diatur dalam UU No. 16/2000, pada Pasal 28, Wajib Pajak 
juga telah melakukan upaya manajemen yang objektif berupa: 
1. Sistem pembukuan menggunakan sistem komputerisasi 
2. Seluruh Transaksi yang terjadi dibukukan berdasarkan Pedoman 
Akuntansi Perbankan Indonesia 
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3. Laporan Keuangan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan 
4. Diperiksa secara rutin oleh Bank Indonesia 
5. Laporan keuangan diumumkan di media massa untuk diketahhui 
secara terbuka oleh seluruh masyarakat 
Dengan demikian tidak terpenuhinya klausula pemeriksaan pajak 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, karena 
secara formil berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis atas 
SPT dan Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, telah sesuai 
dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal 29 Juni 2012, Bank 
Sulselbar menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan dan 
menyampaikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2012. 
Kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Wajib Pajak diwakili oleh Kuasa 
Wajib Pajak menandatangani Risalah Pembahasan dan Berita Acara 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2012, 
sehingga terbitlah SKPKB pada tanggal 2 Agustus 2012. 
Dengan lebih rinci, penulis menggambarkan ilustrasi permasalahan 
dengan skema gambar berikut: 
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Gambar 1: Skema Ilustrasi Permasalahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil pengkajian penulis SKPKB PPh Badan yang terbit 
kepada Bank Sulselbar terdapat koreksi terhadap Peredaran Usaha, 
Harga Pokok Penjualan dan Penyesuaian Fiskal Positif (Lampiran 
SKPKB), dengan dasar koreksi pemeriksa dalam Risalah Pembahasan  
WAKTU TINDAKAN 
Lapor SPT 2007 Berdasarkan Laporan Audit BPKP 30 Maret 2008 
KPP Madya melakukan pemeriksaan pada BPD 10 Agustus 2009 
KPP Madya melakukan pemeriksaan kedua 
Pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh KPP Madya 
BPD menyerahkan SPT Pembetulan, berdasarkan 
KAP BDS&D 
29 Juni 2012 
9 Juni 2012 
29 Maret 2011 
27 Juli 2012 Risalah Pembahasan 
30 Juli 2012 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
2 Agustus 2012 Terbitnya SKPKB bagi Bank Sulselbar 
10 Juli 2012 Tanggapan tertulis Wajib Pajak 
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SPPP Tanggal 10 Agustus 2009, No. Prin-136/WPJ.15/KP.0605/2009, 
yang terbit pada Tanggal 27 Juli 2012, yang telah diketahui dan disetuji 
oleh Kepala KPP Madya Makassar, sebagai berikut: 
1. Peredaran Usaha 
Dasar koreksi Pemeriksa atas Peredaran Usaha adalah adanya 
pendapatan operasional lainnya yang belum dilaporkan dalam SPT 
Badan, sesuai Pasal 4 ayat (1), UU No. 16/2000, pendapatan 
operasional lainnya tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan KAP. 
Pemeriksa mempertahankan pendapat dilakukannya koreksi dengan 
beberapa tambahan penjelasan berikut: 
a. Bahwa laporan keuangan dan pembukuan wajib pajak yang 
dilakukan pemeriksaan oleh KAP bersumber dari dokumen 
pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga KAP 
memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 
Wajib Pajak. Menurut pemeriksa, masih ada penghasilan yang 
belum dilaporkan dalam SPT Tahunan yang dilaporkan. 
b. Apabila selama pemeriksaan berlangsung/berjalan sepanjang 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri 
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, maka dalam hal ini wajib pajak 
menggunakan kuasa Pasal 8 ayat (4) KUP (pengungkapan). 
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c. Diatur lebih lanjut dalam PMK No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 
Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 26 
ayat (3) sebagai berikut: 
“Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang 
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan 
sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi pemeriksa pajak sebelum menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak”. 
 
Berdasarkan dasar koreksi Pemeriksa tersebut tidak tepat untuk 
menjadikan UU No.16/2000, Pasal 4 ayat 1 sebagai dasar hukum atas 
koreksi jumlah pendapatan operasional. Pasalnya permasalahan ini 
merupakan kajian materil mengenai subtansi penghasilan kena pajak. 
Sementara dasar pemeriksa merupakan kajian formil, yang tidak 
membahas mengenai subtansi penghasilan kena pajak. Pasal 4 ayat 
(1), UU No. 16 Tahun 2000 menyebutkan bahwa: “Wajib Pajak wajib 
mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, 
lengkap, jelas, dan, menandatanganinya.”  
Berdasarkan pengkajian penulis sebelumnya, bahwa SPT yang 
dilaporkan Wajib Pajak telah memenuhi syarat pelaporan, pasalnya 
nilai-nilai yang terdapat pada SPT sama dengan nilai yang terdapat 
pada pembukuan Wajib Pajak, dalam hal ini Laporan Keuangan Wajib 
Pajak. Kemudian untuk alasan lain sebagaimana pada point a, b dan 
c, dimana pemeriksa mengutip jumlah pendapatan operasional lainnya 
pada Laporan Keuangan KAP DBS&D, bertentangan dengan asas 
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kepastian (certainty) yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam 
teorinya “four canons taxation” atau sering disebut “the four maxims” 
menyatakan bahwa kepastian hukum sangat dipentingkan terutama 
mengenai subjek dan objek pajak. Selanjutnya, dalam Penjelasan 
Pasal 3 ayat (7), UU No. 16/2000 disebutkan bahwa: 
“Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya 
adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
Pemberitahuan. Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan 
disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi 
ketentuan yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut 
dianggap tidak disampaikan” 
 
Mengingat bahwa lampiran dalam SPT adalah satu kesatuan yang 
merupakan unsur keabsahan SPT, maka tidak taat asas ketika 
pemeriksa mengutip dari catatan hasil audit Akuntan Publik, yang 
bukan menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Sekalipun 
pemeriksa tetap mempertahankan koreksinya untuk mengutip data 
atas pendapatan operasional hasil Audit KAP maka seharusnya 
pemeriksa pun memperhitungkan nilai-nilai lainnya sebagai faktor 
pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, koreksi atas 
pendapatan operasional ini, telah Wajib Pajak perhitungkan dalam 
SPT Pembetulan. 
Dasar koreksi yang dijelaskan oleh pemeriksa atas peredaran 
usaha merupakan dasar yang bersifat formil, seharusnya dalam 
penentuan penghasilan kena pajak, pemeriksa berpedoman pada 
dasar materil, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). 
Karena, UU PPh memiliki sifat lebih khusus dibandingkan Undang-
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Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ((Lex 
Specyalist Derogat Legi Generalis)  
2. Harga Pokok Penjualan 
Dasar koreksi Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan adalah 
bahwa koreksi atas biaya-biaya pada Harga Pokok Penjualan 
setelah dilakukan pemeriksaan ke buku besar tidak ditemukan 
jumlah tersebut, sesuai dengan pasal 4 ayat (1), UU No. 16/2000. 
Atas dasar ini, penulis mengkaji Laporan Keuangan Wajib Pajak. 
Penulis menemukan jumlah-jumlah ini pada Laporan Keuangan 
Wajib Pajak, dimana jumlah tersebut sama dengan jumlah yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak. Setelah penulis mengkaji Laporan 
Keuangan Wajib Pajak, selanjutnya penulis menelaah atas biaya-
biaya tersebut, apakah biaya tersebut dapat diperkurangkan dari 
penghasilan kena pajak Wajib Pajak atau tidak dapat 
diperkurangkan. 
Berdasarkan UU No. 17/2000, Pasal 6 ayat (1) disebutkan 
bahwa: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan 
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan tersebut meliputi: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 
dengan kegiatan usaha, antara lain: 
1) Biaya pembelian bahan 
2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
termasuk upah, gaji, honorariun, bonus, gratifikasi, dan 
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang 
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3) Bunga, sewa, dan royalti 
4) Biaya perjalanan 
5) Biaya pengolahan limbah 
6) Premi asuransi 
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
8) Biaya administrasi 
9) Pajak kecuali pajak penghasilan: pajak-pajak yang menjadi 
beban perusahaan dalam rangka usahanya selain pajak 
penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
Bea Materai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat 
dibebankan sebagai biaya 
10) Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli 
saham sepanjang dividen yang diterimanya merupakan 
objek pajak 
11) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau 
kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan 
pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang 
kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di 
daerah terpencil 
12) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan 
keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana 
keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut 
mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk 
keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan 
(satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk 
awal kapal dan yang sejenisnya 
13) Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman 
bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pekerjaan 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta 
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh 
hak dan atas biaya lain yang mempunyai masamanfaat lebih 
dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 
Pasal 11A 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
oleh Menteri Keuangan 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki 
dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing 
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 
dilakukan di Indonesia 
g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 
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1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 
komersial 
2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan 
Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara 
(BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai 
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan 
debitur yang bersangkutan 
3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus 
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak 
 
Anastasia Diana dan Lilis Setawati (2010:171) menambahkan 
beberapa biaya yang dapat diperkurangkan atas penghasilan 
bruto sebagai berikut: 
1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional 
yang ketentuannya diatur dengan dengan Peraturan 
Pemerintah 
2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan 
yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah 
3) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah 
4) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah 
5) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Kemudian diperjelas dalam Pasal 9, UU No. 17/2000 
mengenai biaya yang tidak dapat diperkurangkan dari penghasilan 
kena pajak, sebagai berikut: 
1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
dikurangkan : 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun 
seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi 
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b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau 
anggota 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali 
cadangan piutang tak tertagih Suntuk usaha bank dan 
sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk 
usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk 
usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-
syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang 
dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika 
dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman 
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan 
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu 
dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan yang dilakukan 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan 
warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang 
nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam 
negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 
atau disahkan oleh Pemerintan 
h. Pajak Penghasilan 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 
kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi 
tanggungannya 
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, 
atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi 
atas saham 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan 
dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang 
perpajakan 
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2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, 
melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A 
 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan hasil 
pengkajian penulis pada laporan keuangan, bahwa biaya-biaya 
yang terdapat pada koreksi Harga Pokok Penjualan, berupa: 
1. Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank adalah biaya bunga yang 
dikeluarkan oleh bank berupa jasa giro pihak ketiga, Bunga 
Deposito Berjangka, Bunga Tabungan dan Bunga Pinjaman 
yang diterima.  
2. Biaya Tenaga Kerja adalah biaya yang dikeluarkan dalam 
pembayaran gaji, tunjangan, upah dan honorarium, honor 
dewan komisaris, uang lembur, perawatan kesehatan, 
tunjagan hari raya, uang penghargaan pegawai, insetif dan 
bonus, dan tenaga kerja lainnya. 
3. Biaya Adminstrasi dan Umum, Biaya Pemeliharaan/Perbaikan 
ATI, dan Biaya Barang/Jasa Pihak Ketiga adalah biaya yang 
lazim disebut sebagai biaya sehari-hari, yang berhubungan 
secara langsung dengan kegiatan perusahaan.  
Biaya-biaya tersebut diatas merupakan beban atau biaya yang 
harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan 
pelaksanaan operasional perusahaan, sebagaimana dijelaskan 
pada Pasal 6, UU No. 17/2000. Selain itu, dasar lain pemeriksa 
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atas Harga Pokok Penjualan ini, menyebutkan bahwa tanggapan 
Wajib Pajak tidak menjawab substansi dari dasar dilakukannya 
koreksi, justru tanggapan Wajib Pajak sesuai dengan subtansi 
permasalahan, karena Wajib Pajak mengacu pada UU No. 
17/2000 yang merupakan dasar materil dalam menjawab 
permasalahan ini. 
3. Koreksi Fiskal Positif Lainnya 
Pada dasarnya koreksi fiskal merupakan penyesuaian fiskal 
menurut ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal ini dibedakan 
menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi 
positif merupakan koreksi karena adanya perbedaan antara 
ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan 
penghasilan kena pajak bertambah besar. Sementara koreksi 
negatif merupakan koreksi karena adanya perbedaan antara 
ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan 
penghasilan kena pajak bertambah kecil. 
Koreksi Pemeriksa atas Koreksi Fiskal Positif Lainnya 
dilakukan terhadap biaya-biaya berupa Pajak Penghasilan 
Karyawan, Imbalan Pasca Kerja, Biaya Tenaga Kerja Lainnya, 
Biaya Sewa Rumah Dinas, Biaya Penyusutan Perabotan dan 
Peralatan Rumah Dinas, Biaya Komunikasi Kantor, Biaya 
Perjalanan Dinas, Denda dan Sanksi, dan Penurunan PPAP 
Penempatan ABA. Alasan pemeriksa mengoreksi atas biaya-biaya 
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tersebut karena Wajib Pajak kurang memperhitungkan dalam 
koreksi fiskal yang telah dilakukan atas biaya-biaya yang 
dikeluarkan berupa pemberian dalam bentuk natura atau 
kenikmatan, sumbangan dan biaya yang tidak berhubungan 
dengan kegiatan usaha. Dengan pembahasan sebagai berikut: 
a. Pajak Penghasilan Karyawan 
Menurut pendapat Pemeriksa, berdasarkan laporan keuangan 
audit KAP DBS&D hal. 36 poin 17 perpajakan huruf b rekonsiliasi 
fiskal lanjutan, masih terdapat koreksi fiscal yang belum 
dicantumkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan pengkajian penulis, 
Wajib Pajak telah menambahkan koreksi fiskal tersebut dalam 
SPT Pembetulan yang diserahkan kepada Kantor Pajak, pada 
tanggal 29 Maret 2011. Dengan demikian, jika temuan ini 
dipertahankan maka akan terjadi pembayaran pajak berganda 
(double bayar pajak) bagi Wajib Pajak. 
b. Imbalan Pasca Kerja 
Pendapat pemeriksa atas koreksinya terhadap Imbalan Pasca 
Kerja, bahwa pemeriksa mempertahankan pendapat dilakukan 
koreksi  dan menerima sanggahan wajib pajak menyetujui 
dilakukannya koreksi, dimana tanggapan Wajib Pajak dalam hal 
ini, menerima keseluruhan koreksi pemeriksa bahwa biaya 
tersebut, memang tidak dapat dibiayakan. Point dalama koreksi ini 
adalah bahwa Wajib Pajak kurang memperhitungkannya dalam 
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koreksi fiscal. Sementara kekurangan seperti yang dijelaskan oleh 
pemeriksa telah diperhitungkan dan telah dilakukan pembayaran 
oleh Wajib Pajak dalam SPT Pembetulannya. Namun jika kita 
perhatikan dengan seksama pada klausula Pasal 6 ayat (1) huruf 
a, UU No. 17/2000, bahwa tunjangan yang diberikan dalam bentuk 
uang dapat dikategorikan sebagai biaya pengurang penghasilan 
bruto.  
c. Biaya Tenaga Kerja Lainnya 
Dasar koreksi pemeriksa atas koreksi biaya tenaga kerja 
lainnya bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit KAP hal.36 
poin 17 perpajakan  huruf b Rekonsiliasi Fiskal lanjutan bahwa 
Wajib Pajak belum menambahkan kekurang koreksi fiskal dalam 
SPT Badan Tahunannya. Wajib pajak telah menambahkan koreksi 
fiskal sejumlah yang dikoreksi oleh pemeriksa, dalam SPT 
Pembetulan yang telah disampaikan kepada Kantor Pajak. 
Berdasarkan pengkajian penulis atas biaya tenaga kerja 
lainnya, Bank Sulselbar telah mengeluarkan dalam bentuk 
tunjangan pakaian, bukan dalam bentuk natura (pakaian) dan atas 
tunjangan pakaian ini telah terakomodir dalam perhitungan 
penghasilan bruto diterima oleh karyawan dan sudah dilakukan 
pemotongan PPh Pasal 21. Wajib pajak sudah melaporkan semua 
obyek PPh Pasal 21 ke dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Sesuai 
dengan UU No. 17/2000, Pasal 6 ayat (1): 
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“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan 
penghasilan bruto dikurangi, a. biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya 
pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau 
jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan 
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, 
royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi 
asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak 
Penghasilan................” 
 
Kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, UU No. 17/2000 
ditegaskan bahwa: 
“Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut 
biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun 
pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, 
pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai 
hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-
pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh 
dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran-pengeluaran 
sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari 
penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. 
Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau 
kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan 
cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi 
pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan 
penghasilan.” 
 
Dengan demikian perlakukan Wajib Pajak dalam pembebanan 
biaya tenaga kerja lainnya telah sesuai dengan aturan perpajakan 
yang mengaturnya.  
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d. Biaya Sewa Rumah Dinas 
Inti dasar koreksi pemeriksa atas biaya-biaya yang terdapat 
pada koreksi positif lainnya adalah karena pihak Wajib Pajak 
kurang memperhitungkan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang 
dikeluarkan berupa pemeberian dalam bentuk natura atau 
kenikmatan, sumbangan, dan biaya yang tidak berhubungan 
dengan kegiatan usaha. Jika kita lihat dari jenis Biaya Sewa 
Rumah Dinas, biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 
Wajib Pajak untuk menyewa rumah dinas, artinya perusahaan 
memberikan natura atau kenikmatan kepada anggotanya dalam 
bentuk fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma. Dalam 
penjelasan UU No. 17/2000, Pasal 6 huruf a disebutkan bahwa: 
“Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya 
dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk 
keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas 
pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi 
peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk 
kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 
Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau 
kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan 
cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi 
pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan 
penghasilan.” 
 
Kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf 
e, sebagai berikut: 
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
diperkurangkan: 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau 
anggota 
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e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman 
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan 
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu 
dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan” 
 
Diperjelas dalam penjelasan Pasal 9 huruf e sebagai berikut: 
“Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 
3 huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras 
dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian 
atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan 
pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi 
pemberi kerja.” 
 
Dari beberapa ketentuan diatas, telah menjadi jelas bahwa 
Biaya Sewa atas Rumah Dinas merupakan biaya yang tidak dapat 
diperkurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga Wajib 
Pajak memiliki kewajiban untuk membayar koreksi pemeriksa ini. 
Namun setelah penulis menelusuri di lapangan, jumlah koreksi 
atas pemeriksaan telah Wajib Pajak lunasi dalam menghitung 
Pajak Kurang Bayar dalam SPT Pembetulan Wajib Pajak. 
Sehingga tidak ada dasar bagi pemeriksa untuk mengkoreksi 
kembali biaya atas sewa rumah dinas, karena tidak adil bagi Wajib 
Pajak dikenakan pajak berganda.  
e. Biaya Penyusutan 
Dasar koreksi pemeriksa atas biaya penyusutan, dibedakan 
atas biaya penyusutan kendaraan dinas, dan biaya penyusutan 
atas perabot dan peralatan rumah dinas. Pada dasarnya, biaya 
78 
penyusutan merupakan biaya yang timbul akibat terjadinya 
pengurangan nilai barang investasi (asset) sebagai akibat 
penggunaannya dalam proses produksi. 
Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1), UU No. 17/2000 dijelaskan 
bahwa: 
“Beban-beban yang dapat diperkurangkan dari penghasilan 
bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau 
biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 
1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang 
bersangkutan, misalnya gaji, biaya administari dan bunga, 
biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan 
pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan 
atau melalui amortisasi” 
Berhubung kendaraan dinas, dan perabot/peralatan rumah 
dinas merupakan harta atau assets yang masa manfaatnya lebih 
dari 1 (satu) tahun, maka pembebanan biayanya dilakukan melalui 
penyusutan. Kendaaran dinas dan perabotan/peralatan rumah 
dinas merupaka natura/kenikmatan yang diberikan Wajib Pajak 
kepada karyawannya. Sehingga tidak dapat diperkurangkan 
sebagai biaya pengurang dari penghasila kena pajak. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1), UU No. 
17/2000, huruf e berikut penjelasan pasalnya: 
“Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 
3 huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras 
dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian 
atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan 
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pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi 
pemberi kerja” 
Namun demikian, koreksi-koreksi pemeriksa atas biaya ini 
telah Wajib Pajak perhitungkan dalam Pajak Kurang Bayar pada 
SPT Pembetulan, dan telah dibayar kepada Kantor Pajak.  
f. Biaya Komunikasi Kantor 
Berdasarkan UU No.17/2000, Pasal 6 ayat (1) berikut 
penjelasannya, biaya komunikasi kantor merupakan bagian dari 
biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini yang lazim disebut 
biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. 
Karena biaya ini mempunyai hubungan langsung dengan usaha 
atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang merupakan objek pajak. 
Dasar koreksi pemeriksa tidak berkaitan dengan subtansi 
materi, karena alasan bersifat formal. Pemeriksa menyatakan 
bahwa, Wajib Pajak belum menambahkan selisih koreksi fiskal 
atas biaya komunikasi kantor ini, sebagimana yang terdapat pada 
Laporan Keuangan KAP DBS&D hal 36 point 17 Perpajakan huruf 
b, Rekonsiliasi Fiskal Lanjutan. Kendatipun demikian, pemeriksa 
tidak dapat mengutip jumlah angka yang terdapat pada Laporan 
Keuangan KAP DBS&D sebagai koreksi positif untuk dijadikan 
alasan sebagai data tambahan, pasalnya UU No. 16/2000, Pasal 
3 ayat 7, yang disebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan yang 
ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang 
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merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan”. Berkaitan 
dengan alasan pemeriksa, Wajib Pajak telah membayar dan 
melaporkan atas koreksi pemeriksa terhadap biaya komunikasi 
kantor, pada SPT Tahunan Pembetulan.  
g. Biaya Perjalanan Dinas 
Berdasarkan hasil pengkajian penulis, perjalanan dinas yang 
dilakukan dalam operasional Wajib Pajak merupakan perjalanan 
dinas yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan 
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
merupakan objek pajak. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan 
dalam perjalanan dinas ini, dapat dibebankan sebagai biaya 
pengurang penghasilan kena pajak. 
Dasar koreksi pemeriksa atas koreksi perjalanan dinas ini 
adalah sama dengan dasar yang dikemukakan pada koreksi biaya 
komunikasi kantor. Pemeriksa menyatakan bahwa, Wajib Pajak 
belum menambahkan selisih koreksi fiskal atas biaya perjalanan 
dinas sebagimana yang terdapat pada Laporan Keuangan KAP 
DBS&D hal 36 point 17 Perpajakan huruf b, Rekonsiliasi Fiskal 
Lanjutan. Wajib pajak telah menambahkan koreksi fiskal sejumlah 
tersebut dalam SPT Tahunan Pembetulan. 
h. Denda dan Sanksi 
Berkaitan dengan koreksi pemeriksa atas denda dan sanksi 
ini, karena Wajib Pajak kurang memperhitungkan dalam koreksi 
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fiscal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di 
lapangan, denda dan sanksi ini merupakan biaya yang 
dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan denda-denda 
yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Sulselbar, 
berkaitan dengan pelaksanaan yang terkait dengan peraturan 
Bank Indonesia. Pengkajian penulis terhadap Laporan Keuangan 
Wajib Pajak, nilai yang menjadi dasar koreksi pemeriksa sesuai 
dengan nilai yang tercatat pada Laporan Keuangan pada hal. 34 
point b, biaya non operasional pada item biaya denda-denda. 
i. Penurunan PPAP Penempatan ABA 
Pendapat pemeriksa menyatakan bahwa, pemeriksa 
menerima pendapat Wajib Pajak mempertahankan koreksi negatif 
penghasilan atas penurunan cadangan penempatan dana pada 
bank lain, ketentuan yang disampaikan Wajib Pajak mengatur 
tentang pembentukan dana cadangan yang boleh dibiayakan 
hanya dari kredit yang diberikan. Jika terdapat pembebanan biaya 
cadangan kerugian penurunan nilai penempatan dana pada bank 
lain maka atas biaya tersebut harus dikoreksi. Dalam Laporan 
keuangan komersial Wajib Pajak telah membentuk dana 
cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan dana pada 
bank lain, namun pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas 
biaya cadangan yang dibebankan. Maka jika terjadi penurunan 
cadangan atas penempatan dana pada bank lain bukan 
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merupakan penghasilan, demikian juga jika terjadi kenaikan 
cadangan atas penempatan dana pada bank lain bukan sebagai 
kerugian. 
Dengan demikian, inti koreksi pemeriksa atas Penurunan 
PPAP dan ABA ini adalah perbedaan penafsiran antara Wajib 
Pajak dengan Pemeriksa dalam pembebanannya sebagai biaya. 
Biaya yang dapat diperkurangkan menurut peraturan pajak adalah 
biaya yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan 
kegiatan Wajib Pajak untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan. PPAP itu sendiri adalah Penyisihan 
Pencadangan Aktifa Produktif, sementara ABA adalah Antar Bank 
Aktiva. Berdasarkan hasil wawancara dan pengkajian penulis, 
PPAP dan ABA ini adalah penyisihan dana pada bank aktiva yang 
dilakukan oleh Manajemen Perusahaan sebagai cadangan atas 
penyaluran pinjaman kepada nasabah, berupa pinjaman kredit 
yang bersifat konsumtif. Penempatan dana pada bank tersebut 
adalah PT. BRI, BPD SulawesiUtara, BPD DKI Jakarta, dan Bank 
Jawa Barat. Hal ini tentu berhubungan dengan langsung dengan 
kegiatan perusahaan, karena untuk menghindari kerugian atas 
pemberian pinjaman, maka perusahaan membentuk penyisihan 
aktiva produktif, sehingga dapat dibiayakan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak.  
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j. Biaya Promosi Usaha 
Dalam UU No. 17/2000, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, 
mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara 
biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya 
yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-
benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari 
penghasilan bruto. Berdasarkan pengkajian penulis, biaya promosi 
yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak berupa baju atau kaos yang 
diberikan kepada nasabah dan mitra Wajib Pajak yang berlogo 
Bank Sulselbar, sumbangan event-event seminar dan event 
lainnya dimana Wajib Pajak menyediakan dana untuk pencetakan 
brosur, spanduk yang berlogo Bank Sulselbar sebagai sarana 
promosi. Khusus yang nyata-nyata dikeluarkan berupa 
sumbangan Wajib Pajak telah memunculkan dalam Laporan 
Keuangan dan telah dilakukan koreksi fiskal positif.  
k. Biaya Operasional Lainnya 
Berdasarkan perhitungan PPh Badan Tahun 2007, biaya 
operasional perusahaan berupa biaya listrik dan air rumah dinas, 
biaya alat telekomunikasi rumah dinas, biaya bahan bakar 
kendaraan dinas, biaya penyusutan gedung/rumah dinas, biaya 
penyusutan kendaraan dinas, perabot dan perlengkapan rumah 
dinas, dan biaya penyisihan pengahapusan penempatan pada 
bank lain, dimana Wajib Pajak telah melakukan koreksi positif 
84 
terhadap biaya-biaya tersebut. Pemeriksa telah mengetahui dan 
mengakui atas koreksi fiscal yang telah dilakukan oleh Wajib 
Pajak, namun untuk biaya operasional lainnya tidak termasuk 
yang dilakukan koreksi fiskal oleh Wajib Pajak. Namun demikian 
atas kesalahan ini, Wajib Pajak telah melakukan koreksi fiskal 
pada SPT Pembetulan. Berkaitan dengan, Pemeriksa yang 
mempertimbangkan atas Biaya Peresmian Kantor dan Biaya 
Ulang Tahun Perusahaan, tidak dapat dijadikan dasar koreksi 
karena biaya ini, termasuk ke dalam koreksi fiscal positif dalam 
point biaya non operasional, yang telah diperhitungkan oleh Wajib 
Pajak. 
l. Biaya Lain-Lain Non Operasional 
Berdasarkan pengkajian penulis di lapangan, biaya lain-lain 
operasional ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak 
berupa biaya rekreasi, biaya representasi direksi, biaya HUT dan 
Peresmian Kantor, Biaya Snack Pegawai/Tamu, Iuran Asosiasi 
dan Media Masa, Biaya Tamu, Biaya Sumbangan dan Parcel. 
Tentu biaya-biaya ini tidak berhubungan secara langsung  untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 17.2000 Pasal 6 ayat 
(1) huruf a. Dengan demikian Wajib Pajak melakukan koreksi 
fiskal positif terhadap biaya-biaya tersebut diatas. 
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m. Biaya Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud 
dengan Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk 
memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, 
penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas 
surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse 
repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi 
rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang 
dapat dipersamakan dengan itu. Sementara Penyisihan Aktiva 
Produktif yang selanjutnya PPA adalah cadangan yang harus 
dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva. 
Pembahasan koreksi pemeriksa atas biaya PPAP diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Menurut Pemeriksa, Wajib Pajak belum memperhitungkan 
penghasilan atas pembentukan PPAP tahun 2006 yang telah 
dibiayakan dan melebihi jumlah piutang yang dihapuskan 
pada tahun 2007.  
 Dalam UU No. 17/2000, Pasal 4 ayat (1) berikut 
Penjelasannya, dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak 
adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari 
manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi 
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atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. 
Pembentukan PPAP Wajib Pajak adalah pembentukan yang 
dilakukan dengan maksud sebagai cadangan sebagaimana 
yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 
7/2/PBI/2005 bukan sebagai nilai tambah kemampuan 
ekonomis Wajib Pajak.  
 Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, 
bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali 
cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa 
guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha 
asuransi, dan cadangan biaya reklamsi untuk usaha 
pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dengan 
demikian pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang 
terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, 
perusahaan yang bersangkutan dapat membebankan hal ini 
sebagai biaya yang dapat diperkurangkan dari penghasilan. 
Artinya penyisihan atas PPAP ini bukan sebagai penghasilan, 
seperti dasar koreksi yang diungkapkan oleh Pemeriksa. 
 
2. Menurut Pemeriksa, Wajib Pajak tidak dapat 
memperhitungkan sebagai biaya atas piutang yang 
dihapuskan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
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dalam Kep. Dirjen Pajak No. 238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 
2001. 
 Mengenai persyaratan pembebanan biaya atas piutang 
tak tertagih, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dijelaskan bahwa: 
 Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan 
syarat: 
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba 
rugi komersial 
2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada 
Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis 
mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan 
3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau 
khusus 
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang 
tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, 
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
 
Kemudian dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa, 
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat 
dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah 
mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 
dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal 
atau terakhir. Hal yang sama pun dijelaskan dalam Kep. Dirjen 
Pajak No. 238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001, dengan 
persyaratan yang sama seperti dalam UU.  
Berdasarkan pengkajian penulis, kredit yang diberikan 
oleh Wajib Pajak sebagian besar berupa kredit konsumsi 
(KUL) kepada Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibayarkan 
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melalui rekening (tabungan) Wajib Pajak, artinya harus 
nasabah Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah badan berbentuk 
Bank, sehingga harus tetap memperhatikan peraturan 
perbankan yang terkait. Untuk tetap taat terhadap peraturan 
perpajakan yang berlaku, maka atas kredit macet ini, Wajib 
Pajak melakukan hapus buku sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005. Hapus buku 
merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus 
buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca 
sebesar kewajiban nasah tanpa menghapus tagih Bank 
kepada nasabah. Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah 
Bank melakukan upaya untuk memperoleh kembali aktiva 
produktif yang diberikan. 
Dengan demikian, jika pemeriksa mempertahankan 
alasannya yang menyatakan biaya atas piutang yang 
dihapuskan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam 
Kep. Dirjen Pajak No. 238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001 
bertentangan dengan Asas Keadilan Pemungutan Pajak 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam Smitsh. 
Bahwasannya persyaratan-persyaratan ini tidak relevan 
dengan keadaan yang sebenarnya, karena Wajib Pajak 
adalah sebuah Bank yang harus tetap memperhatikan 
peraturan perbankan yang berlaku.  
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3. Selain itu, menurut Pemeriksa, Wajib Pajak belum 
memperhitungkan agunan dalam pengitungan penyisihan PAP 
tahun 2007, sesuai dengan KMK No. 80/KMK.04/1995 
sebagaimana terakhir diubah dengan KMK No. 
83/PMK.03/2006. 
 Dalam Pasal 46 bagian kedua tentang Persyaratan 
Agunan dan Perhitungan Agunan sebagai Faktor Pengurang 
PPA, Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, bahwa 
agunan yang dapat dijadikan faktor pengurang PPA adalah: 
1) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan 
di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat 
investasi dan diikat secara gadai 
2) tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan 
hak tanggungan 
3) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 
20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek 
4) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara 
fidusia 
 
 Berdasarkan pengkajian penulis, pencairan kredit 
memberikan agunan berupa SK PNS, SK Taspen, Slip Gaji 
dan Kuasa Pemotongan Gaji untuk cicilan pembayaran 
hutang. Agunan-agunan tersebut tidak memenuhi syarat 
sebagai agunan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46, PBI 
No. 7/2/PBI/2005. Kemudian terkait dengan Pemeriksa yang 
menjadikan KMK No. 80/KMK.04/1995 sebagaimana terakhir 
diubah dengan KMK No. 83/PMK.03/2006 sebagai dasar 
koreksi tidak menjawab subtansi permasalahan, karena aturan 
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tersebut mengatur tentang Besarnya Dana Cadangan yang 
Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, yang tidak bicara secara 
ekplisit mengenai persyaratan dari agunan yang dapat 
dijadikan faktor pengurang atas PAP. 
Berdasarkan pengkajian penulis diatas maka SKPKB PPh Badan atas 
Bank Sulselbar yang memuat: 
1. Penghasilan Neto disini merupakan penghasilan kena pajak, yang 
telah diperkurangkan dengan biaya-biaya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6, UU no. 17/2000. Karena temuan-temuan atas 
pemeriksa tidak menjawab subtansi permasalahan, dan temuan-
temuan pemeriksa yang menyatakan Wajib Pajak belum melakukan 
koreksi fiscal, telah dilakukan dan dibayar oleh Wajib Pajak dalam 
SPT Pembetulan yang telah disampaikan Wajib Pajak. Dengan 
demikian, besarnya penghasilan neto, penghasilan kena pajak, dan 
jumlah pajak terhutang adalah sama seperti yang dilaporkan oleh 
Wajib Pajak dalam SPT Pembetulan. 
2. Kredit Pajak adalah jumlah pajak yang telah diperhitungkan 
sebagai jumlah pajak yang telah di bayar, baik karena ditanggung 
pemerintah, kredit pajak dalam negeri ataupun kredit pajak luar 
negeri, dalam tahun pajak perjalan. Kredit pajak yang ditanggung 
pemerintah atas pajak Bank Sulselbar ini adalah 0 (nol), untuk yang 
dipotong/dipungut oleh pihak lain, adalah PPh Pasal 23. Pajak yang 
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dibayar sendiri adalah PPh Pasal 25, yang mana nilai ini diperoleh 
dari perhitungan pada halaman 2 (dua) Formulir 1771 SPT. 
3. Pajak yang tidak/kurang bayar adalah nilai pajak yang diperoleh 
hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang dengan jumlah 
pajak yang telah dikreditkan. Dengan jumlah yang sama seperti 
pada SPT Pembetulan Wajib Pajak. 
4. Sanksi Adminitrasi, sanksi administrasi yang dikenakan Kantor 
Pajak kepada Wajib pajak adalah Bunga Pasal 13 ayat (2). 
Seharusnya adalah sanksi administrasi sebagaimana diatur pada 
Pasal 8 ayat (2) yaitu berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak 
yang kurang dibayar. Hal ini telah Wajib Pajak laksanakan dalam 
SPT Pembetulan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.  
5. Jumlah PPh yang  masih harus dibayar adalah jumlah kekurangan 
bayar pajak ditambah dengan sanksi adminsitrasi. Dengan 
demikian jumlah yang ditawarkan oleh Kantor Pajak menjadi 0, 
karena jumlah kekurangan pajak yang seharusnya adalah sama 
seperti jumlah yang disampaikan pada SPT Pembetulan Wajib 
Pajak. 
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B. FAKTOR PENYEBAB TERBITNYA SURAT KETETAPAN PAJAK 
KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH SULSELBAR 
Berdasarkan UU No. 16/2000, Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa, 
Dalam jangka 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, DJP 
dapat menerbitkan SKPKB karena: 
a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar 
b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya sebagimana ditentukan dalam 
surat teguran 
c) Berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya 
dikenakan tarif 0% (nol persen) 
d) Apabila kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 
Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya 
pajak yang terutang 
Objek Pajak dalam SKPKB ini adalah Pajak Penghasilan Badan, 
maka alasan huruf c pada Pasal 13 ayat (1), UU No. 16/2000 tidak dapat 
dijadikan alasan untuk menerbitkan SKPKB, karena berbeda Objek 
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Pajaknya. Berdasakan pengkajian penulis sebelumnya, Wajib Pajak telah 
melaksanakan kewajiban pembukuan sebagimana yang dimaksud dalam 
Pasal 28. Selain itu, pada saat pemeriksaan berlangsung Wajib Pajak 
telah: 
1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak 
2. Karena pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor, 
maka tidak ada tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 29 ayat (3) huruf b 
3. Wajib Pajak telah memberikan keterangan yang diperlukan 
4. Wajib Pajak terbuka untuk mengungkapkan pembukuan, 
pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta.  
Dengan demikian SKPKB yang terbit kepada Bank Sulselbar, bukan 
karena alasan sebagaimana disebutkan oleh UU No. 16/2000, pada Pasal 
13 ayat (1) huruf d.  
Berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a, SKPKB dapat terbit 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar. Hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak 
menyebutkan bahwa Wajib Pajak kurang membayar pajak atas 
penghasilannya. Namun demikian, berdasarkan pengkajian penulis 
sebelumnya bahwa temuan-temuan pemeriksa atas kekurangan 
pembayaran pajak dibatalkan, karena dasar koreksi pemeriksa tidak 
94 
sesuai dengan subtansi permasalahan dalam penentuan objek pajak. 
Dasar-dasar yang dijadikan acuan oleh pemeriksa adalah dasar-dasar 
yang bersifat formil, seharusnya untuk membahas objek pajak yang 
menjadi dasar acuannya adalah aturan yang bersifat materil. Kemudian 
terkait dengan keterangan lain yang pemeriksa peroleh selama 
pemeriksaan berlangsung, telah Wajib Pajak perhitungan dalam SPT 
pembetulan, sehingga jika temuan pemeriksa atas koreksinya 
dipertahankan maka akan terjadi pengenaan pajak berganda bagi Wajib 
Pajak, dan tentu hal ini tidak adil bagi Wajib Pajak. 
Dengan demikian, SKPKB yang terbit untuk Bank Sulselbar 
disebabkan karena Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3. Hal yang dimaksud 
adalah karena Bank Sulselbar telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun 
dalam menyampaikan SPT Pembetulan. Keterlambatan Wajib Pajak 
dalam menyampaikan SPT Pembetulan bukan disebabkan karena 
kelalaian Wajib Pajak, melainkan karena ketergantungan Wajib Pajak atas 
Laporan Hasil Audit KAP DBS&D yang baru diterima pada tanggal 9 
Februari 2011, sehingga SPT Pembetulan baru dapat disampaikan pada 
tanggal 29 Maret 2011 oleh Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 8 ayat 4 
menegaskan bahwa Walaupun jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir dan DJP belum menerbitkan SKP, 
kepada Wajib Pajak yang telah maupun belum membetulkan Surat 
Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 
ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan, yang dapat 
berupa SPT Tahunan atau SPT Masa untuk tahun-tahun atau masalah-
masalah sebelumnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelaahan penulis atas SKPKB Bank Sulselbar, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. SKPKB yang diterbitkan untuk Bank Sulselbar dibatalkan demi 
hukum, karena dasar koreksi pemeriksa atas temuannya bersifat 
formil, sementara dalam penentuan jumlah pajak terhutang yang 
menjadi dasar acuan seharusnya adalah aturan yang bersifat materil, 
sehingga dapat menjawab permasalahan. Dan alasan Pemeriksa 
karena menemukan data lain yang belum dilaporkan oleh Wajib 
Pajak, menunjukkan sikap Pemeriksa yang tidak tertib dan tidak taat 
asas. Karena undang-undang menyebutkan bahwa, antara SPT 
dengan Pembukuan adalah satu kesatuan, yang tidak dapat dipilah-
pilah. Temuan atas pemeriksa telah dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam 
SPT Pembetulan Wajib Pajak, dan jika hal ini dipertahankan maka 
terjadi ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang dikenakan pajak 
berganda.  
2. Faktor penyebab terbitnya SKPKB bagi Bank Sulselbar adalah 
karena keterlambatan Wajib Pajak dalam menyampaikan 
Pembetulan atas Surat Pemberitahuannya, yaitu telah melewati 
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jangka waktu 2 tahun sebagimana yang diperintahkan oleh undang-
undang. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis menyarankan: 
1. Mengajukan keberatan sebagai upaya hukum Wajib Pajak atas 
SKPKB ini, dengan lebih fokus mengkaji secara materiil atas 
temuan-temuan Wajib Pajak 
2. Disarankan bagi Bank Sulselbar untuk mengadakan pemberdayaan 
karyawannya dalam hal perpajakan, yaitu melalui seminar, 
workshop, ataupun pelatihan perpajakan. Hal ini sebagai bentuk 
menjaga kredibilitas dan nama baik Bank Sulselbar, sebagai Wajib 
Pajak yang taat membayar pajak. 
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